SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/ 1402 /KPU-Kab/VI/2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/ 1402 /KPU-Kab /X /2021
TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan Jabatan Kepala
Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan
Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub
Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022, perlu
melakukan perubahan susunan keanggotaan Satuan
Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Indragiri Hulu;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu
tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50/HK.03.1-
Kpt/1402/KPU-Kab/X /2021 tentang Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Indragiri Hulu;




Mengingat

,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2021 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun
2019 Nomor 197);

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4450);



10.

11,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2021 Nomor
202,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 108);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral
Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1153);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkunan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 671);
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236);

Keputusan Sekretaris Jendral Komisi pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 233 Tahun 2022 tentang
Pemberhentian, Pengangkatan Jabatan Kepala Sub
Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2022;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri
Hulu Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2021
tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEENAM

1. Instruksi Presiden Nomor S5 Tahun 2004 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 984 /PW.01/11/2021, tanggal Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
INDRAGIRI HULU.
Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
Masa Kerja Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Keputusan ini ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

RETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
N INDRAGIRI HULU
Bagian Hukum dan SDM

e




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 17 /HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-
Kab/X/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI
HULU

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NO NAMA JABATAN My e
PID
(1) (2) (3) (4)
1 | Yenni Mairida Ketua Pengarah
2 | Dwi Apriansyah Indra Anggota Pengarah
3 | Ronaldi Ardian Anggota Pengarah
4 | Fitra Rovi Anggota Pengarah
5 | Nurhasyidah Plt. Sekretaris Ketua
. a: Kasubbag Hukum ”
6 | Yusti Ailendra dan SDM Sekretaris
7 | Budy Mustika Kasubbag Teknis Anggota
dan Hupmas
T . Kasubbag Program
Siti Miftahul Hidayah
8 iti Miftahul Hidaya e Tl Anggota

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 6 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya



